
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pernbentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Baral dan Da lam Daerah Istimewa Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang 
Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

a. bahwa berdasarkan kctcntuan Pasal 139 avat (3) 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah 
kabupalcn/ kota wajib menjamin tersedianya angkutan 
urnum untuk orang dan/atau barang dalarn 
wilayahnya; 

b. ba.hwa Kota Semarang sudah mcmiliki layanan Dus 
Rapid Trurrait (ORT) Trans Semarang yang bcrbcntuk. 
Badan Layarian Umurn Daerah; 

c, bahwa herdasarkan ketentuan Pasal 58 Perat urrm 
Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri No111or 61 Tahun 
2007 tcntang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan 
Layanan Umum Daerah, tarip layanan Badan Layanan 
Urnurn Daerah ditetapkan dengan Pcraturan Kepala 
Daerah dengan mcmpcrtirnbangkun kontirruitas dan 
pengernbangan layanan, daya beli masyarakat, azas 
kcadilan dan kepatutan.dan kompetisi yang sehat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud di atas, maka perlu mernbentuk Peraturan 
Walikota Semarang tcntang Tarip Bus Rapid Transit 
(BRT) Trans Semarang. 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang 
Perbendaharaan Negara [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

·'1. Undunu-U rn 1:·rn~~ Nnmor 15 Ta.h:1.1n 'i004 trrn llm~. 
Pemer iksaan Pengelolaan dttr• Tonggungjawab 
Keunngan Ncgata [Lembarnn Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan 
Lernbaran Negara Repub1ik Indonesia Nornor 4400); 

5. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 rcntang 
Pemerintahan Dacrah [Lernbarun Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor l ?,5; Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 4437) 
sebegaimana telah diubah bcbcrapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerab 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pclayanan Publik (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia 'I'ahun 2009 Nomor 122, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5035); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 Len tang 
Perluasan Kotamadya Dacrah Tingkat II Semarang 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tr1 h w, 1976 
Nornnr 25, Tambahan Lembaran Negaru R(:puhUk 
Indonesia Nomor 3Q7g); 

8. Peraturan Pcmcrintah Nomor 50 tuhun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupatcn­ 
Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, 
jepara dan Kendal, serta Penataa.n Kecamatan di 
Wiluyuh Kota Madya Dacrah Tinglm1 TT Semarang 
dulam Wilayah. Propinai Dacrah Tingknt l .J.1w~ Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nornor 89); 

9. Peraturan Pr.m~rin Lah Nornor 41 'I'ahun 1993 Len tang 
Angkutan , fa Ian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 199:~ No111or 5'J, TCttnbah:=m Lernbarun Ne~ar~ 
Rcpublik Indorreaia Nomor .3527); 

10. Peraturan Pcmerintah Nomor 23 T:.1hun 2005 tentang 
Pcngelolaan Keuangan Badon Layanan U mum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagairnana telah diubah 
dengan Peraturan Pernerintah Nornor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 



11. Peraruran Pemerintah Nomor 58 Tahrrn 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lcmbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Numor 1401 

Tambahan Lembaran N~garH Republik Indonesia 
Nnrnor' 4578); 

12. Pcraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 Ieritang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemeriruah, 
Perncr'infah Daerah Pr1..1vjm-.i1 dan Pemerintah 
Kotu/ Kow. [Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 82, 'I'ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, Tambahan 
Lernbaran Nt!g;~ra Republik Indonesia Nomor 4741); 

14. Pcraturan Menteri Dalarn Negcri Nomor 61 Ta.hun 
2007 tentang Pedornan Tcknis Pcngelolaan Keuarigan 
Badan Layanan Umum Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 
2006 tentang Pengclolaan Keuangan Daerah 
(Lembar.Hn Daerah Kota. Scmar~ne Ts.1h11n 2007 Nomor 
I Serl E, "fainbahaT1 T~mlnu;-;1u Dacruh Kota ~k:mi'ltat'.I.S 
Nornor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraruran 
Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tcntang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang 
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan 
Dacrah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kol.a Semarang 
Nonmr 83); 

16. Peraturan Daerah Kota Sernatang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 01:terah 
Kota Semarang (Lembaran Dacrah Kota Semarang 
Tahun 2008 Numnr 151 Tambahan Lernbaran DH~rAh 
Kota Semarang Nornor 22); 

l 'r. Pcraturan Wulikota Nomor 28 Tu}ujn 2008 tentana 
Penjabaran Tugas dan Fl.l.r)g~i Dinaa Perhubungan, 
Komunikasi dun Informatika Kota Semarang (Betita 
Daeruh Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 28); 

18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2010 
tents-mg Standar Pelayanan Minimal Badan Layarian 
Umum Unit Pelakaana 'reknis Dinas Tt::rmin81 
Mangkang Kata Semarang [Berita Dacrah Kota 
Semarang Tahun 20 l O Nomor 11); 

19. Peraturan Walikota Semarang Nornor 12 Tahun 2010 
tcntang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan dan 
Akunrrmsi Unit Pclaksana Teknis Dinas Terminal 
Mangkang Kota Semarang sebagai Badan Layanan 
Umum [Beritn Daerah Kota Semarang Tahun :lO 10 
Norrmr' l 2); 



BAB I 

l(ETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalarn Pera tu ran Walikota Semarang in i, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Semarang. 
2. Pernerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Semarang. 
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kornu nikaai dan Inforrnatika Kota 

Semarang. 
5. Kcpala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikast dan 

Informatika Kora Semarang. 
6. Badan T .ayarian Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi 

yang dibcntuk untuk rnemberikan pelayanan kepada kepada masyarakat 
berupa penvediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mcncari keuntungan dan dalam melakukan kegiatarmya 
didasarkan pada prtnaip efisierisi dan produktifltas. 

7. Bus Rapid Transit Trans Semarang selanjutnya disebut BRT Trans 
Semarang adalah moda transportasi massal berbasis jalan yang didesain 
khusus untuk melayani angkutan penumpang umum di wilayah Kota 
Semarang. 

8. Shelter transit adalah tempat naik turun dan gftr, U koridor pengguna Ol<"r 
Trans Semarang. 

9. Sistem e-ticketing adalah system tarip yang menggunakan kartu 
elektronik. 

10. Pelajar adalah anak sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, 
Sckolah Menengah Pertama/ sederaiat dan Sekolah Menengah 
Atas/ sederajat. 

PERATURAN WALlKUTA S~~MARANG TENTANG TARlP BUS 
RAPID TRANSIT (BRT) TRANS SEMARANG. 

Menetapkan 

21. Keputusan Wali'kotfl Semarang Nomor 551.2/ 147 
tangga! 10 Mei 2010 tentang Penetap;·m UPTD 
Terminal Mangkang Kota Semarang Sebagai Pengelola 
Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang 

20. Pernturan Walikot.a Semarang Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Terminal Mangkang Kot.a 
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2010 
Nomor 13); 

MEMUTUSKAN: 

_ _.,. ...... 



Pasal 3 
(1) Sistem e-ticketing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, 

bisa didapatkan dengan cara: 
CL. mendaftar pada ternpat pcndaftaran dengan merryerahkan fotncnpy 

identitas: dan 
b. membayar biaya cetak kartu sebesar Rp.10.0001- (sepuluh ribu rupiah). 

(2) Tempat pendaftarun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, antara 
loin. 

a. BLU UPTD Terminal Mangkang, Gedung .Juang Lantai VII, ... Jalan 
Pernuda No mot' I &3 Kota Semarang; 

b. Terminal Mangkang Kota Semarang; 

BAB III 

SISTEM E-TICKETING 

(2) Tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a dan huruf b untuk 
sekali jalan. 

(3) Tarip ecbagaimana dimaksud pada ayat ( l) berlaku dengan kctcntuan 
apabila rnelakukan perpindahan koridor tidak dipungut lagi, scpanjang 
tidak keluar dari Shelter Transit. 

.... ~ ...... " ·,-.-·.-··· ,,.,._., 

.Jumlah Perialnnan Gratis Kartu Umum Kurl.u Pektj,lr 
L .• Jo.j •• ~~- .... ,.,, .............. ,, ,, '·'"-' "'' 

5x l Rp.17.500,- Rp.5.000,- 
·- 

10 x 2 Rp.35.000,- Rp.10.000,~ 
----·- . 

20x 4 Rp. 70.000t- Rp.20.000,- 

30x 6 Rp. 105,000,- Rp.30.000, · 
~·-'. . . ···- -..-•r"< n ·-~-~ 

40x 8 Rp.140.000,~ Rp.40.000,- 
·----,---· ..... 

50.x 10 Rp.175.000,- Rp.50.000,- 
........... ... ·------·~-- ... 

Pasal 2 
( 1) 'l'arip ut::T 'rr:inK fic:m:·H"Mng dtctapkan scbazai oernrut: 

a. ta.rip umum scbeaar Rp.3.500,- [tiga ribu lima ratus rupiah): 
b. tarip pelajar sebesar Rp. I .000,- [seribu rupiah); dan 
c. tarip sistem e-ticketing: 

BAB 11 
TARIP 



BiltITA D/J;lVJ{ KOTA SJ:MAJANG TAKUN 2013 NOMO! 4. l 

ADITRIHANANTO 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 7 t V«Srto1·~f J,() t ... ~ 

8EKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

HENDRAR PRIHADT 

Pasal 4 
Peraturan Walikota irri mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memer intnhkan pengundangan Peraturan 
W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang; 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

c. Terminal Terboyo Kot.a. Semarang; 

d. Terminal Penggaraon Kota Semarang; 

e. Terminal Cangkiran Kota Semarang; 
f. Shelter Balaikota, Jalan Pemuda Kota Semarang; 
g. Shelter SMA 5, Jalan Pcmuda Kota Semarang; dan 
h. ternpat lain yang ditctapkan olch Kcpala Dinas. 

Ditctapkan di Sernarang 
pada tanggal 31 m;JEJIJJE~ 2013 
WAL! SEMARANG 


